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gambaran nyata tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Setelah melaksanakan 
PKL di Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian, praktikan mendapatkan 
pengalaman serta gambaran tentang dunia kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perguruan tinggi merupakan tempat bagi mahasiswa untuk belajar 
dan mendapatkan pengetahuan, tetapi akan lebih baik jika mahasiswa 
mencari pengalaman lain di luar dunia kampus untuk mendapatkan 
pengalaman dari eksternal. Pengalaman yang didapatkan oleh 
mahasiswa, mendorong kesiapan diri dan mental dalam dunia pekerjaan 
kelak. Dimana, timbulah persaingan yang ketat dan mendorong setiap 
lulusan menjadi pribadi yang berkualitas agar mampu bersaing dengan 
yang lain. Terlebih lagi, dunia kerja menuntut mahasiswa untuk 
memiliki softskill dan hardskill yang baik agar dapat bekerja sesuai 
dengan kualifikasi perusahaan. 
Dalam praktiknya, para pencari kerja harus memiliki tidak hanya 
pengetahuan saja, tetapi juga pengalaman praktik langsung. Lebih baik 
lagi jika pengalaman praktik langsung dimiliki sedari kuliah untuk 
mendapatkan gambaran dalam dunia kerja. Salah satunya dengan 
mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dengan mengikuti 
kegiatan PKL, mahasiswa dapat mengasah kemampuan yang dimiliki, 
dengan cara mengaplikasikan teori yang sudah didapat selama di 
bangku perkuliahan. Dengan pemberian keterampilan selama mengikuti 
PKL, mahasiswa diharapkan dapat mengasah softskill dan hardskill 
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yang mereka miliki. Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga dapat 
membantu menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya yang 
berkualitas dan pada akhirnya dapat memiliki kepekaan yang tinggi 
terhadap dinamika dunia kerja. 
Oleh karena itu, praktikan melakukan PKL pada Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan di Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian untuk 
menambah pengalaman dan mengetahui bagaimana penerapan 
Akuntansi di lingkungan pemerintahan. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 
memiliki kredibilitas baik. 
c. Memberikan gambaran umum tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
d. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan 
pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Terpenuhinya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai 
syarat kelulusan pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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b. Melatih mahasiswa untuk dapat mengembangkan sikap 
tanggung jawab, disiplin dan kreatif di lingkungan kerja. 
c. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman baru di lingkungan 
kerja khususnya pada bidang Akuntansi. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Kegunaan yang diharapkan dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 
a. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan pegawai sehingga 
kegiatan operasional instansi pemerintah dapat diselesaikan 
secara  efektif dan efisien. 
b. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian dengan Universitas 
Negeri Jakarta. 
c. Sebagai sarana untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. 
2. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Mengimplementasikan teori yang diperoleh di perguruan tinggi 
ke dalam dunia kerja. 
b. Menambah pengetahuan pada dunia kerja khususnya di bidang 
akuntansi pemerintahan, sehingga menjadikan mahasiswa 
sebagai sumber daya yang kompeten. 
c. Mengetahui kondisi nyata dunia kerja pada setiap unit kerja 
dalam lingkungan pemerintahan. 
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3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Mempersiapkan lulusan yang berkompeten sehingga mampu 
bersaing di dunia kerja. 
b. Membangun relasi dan citra yang baik dengan instansi terkait 
agar lulusan menjadi lebih dikenal dalam dunia kerja. 
c. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa terhadap 
penguasaan materi yang diperoleh di perguruan tinggi. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi 
pemerintahan yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian 
yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun profil lengkap 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut : 
Nama Instansi          : Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 
Satuan Kerja               : Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
Alamat                                   : Kantor Pusat Kementan, Gedung B, Lantai 2,  
Jl. Harsono Rm No 3, Ps Minggu, Jakarta, 12550 
Telepon                                :  (021) 7800230 
Fax                                              : (021) 7800220 
Website                                 : http://itjen.pertanian.go.id/ 
Email                                       : okhh.itjen@pertanian.go.id 
 
Praktikan memilih Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
karena praktikan ingin memperoleh wawasan lebih tentang akuntansi 
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pemerintahan terutama pada penyusunan Laporan Keuangan dan 
Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.  
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Ada beberapa tahap yang praktikan lakukan sebelum memulai 
Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap pertama yang praktikan lakukan sebelum memulai PKL 
adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, praktikan diminta oleh 
instansi terkait untuk menyiapkan surat dan segala administrasi 
yang diperlukan. Pertama, praktikan pergi ke Fakultas Ekonomi di 
Gedung R untuk membuka akses pada aplikasi Sistem Persuratan 
Mahasiswa (SIPERMAWA) yang berisikan surat permohonan izin 
pelaksanaan PKL. Setelah itu, praktikan mengakses aplikasi tersebut 
dan praktikan segera mengisi surat permohonan izin pelaksanaan 
PKL secara mandiri yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian. Surat permohonan izin pelaksanaan PKL 
selesai dalam waktu tiga hari. Praktikan segera mengambil surat 
tersebut pada tanggal 29 Mei 2019. Kemudian praktikan 
menyerahkan Surat permohonan izin pelaksanaan PKL kepada 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian, tempat praktikan 
melaksanaan kegiatan PKL. 
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2. Tahap Pelaksanaan 
       Praktikan melaksanakan PKL di Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 15 
Juli 2019 sampai dengan 6 September 2019. Praktikan 
melaksanakan PKL lima hari kerja dalam satu minggu dari hari 
Senin hingga hari Jumat yang dilakukan sesuai kesepakatan dengan 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian. Jam kerja di Inspektorat 
Jenderal Kementrian Pertanian pada hari Senin-Kamis dimulai dari 
pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB dan pada hari Jumat dimulai dari 
pukul 07.30 WIB s/d 16.30 WIB 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL setelah selesai melaksanakan 
PKL. Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh 
praktikan selama masa PKL berlangsung. Penyusunan laporan PKL 
dilakukan sejak bulan September, laporan diusun sesuai dengan 
pedoman penyusunan laporan PKL dan juga bimbingan dari dosen 
pembimbing. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
 
A. Sejarah Umum Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 
Sejak terbitnya Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 
1966, maka dibentuk Inspektorat Jenderal pada Departemen Pertanian. 
Karena keputusan presiden kabinet tersebut mengharuskan adanya 
Inspektorat Jenderal pada setiap Departemen. Keputusan tersebut 
merupakan keputusan yang tepat karena sebelumnya kegiatan 
pengawasan Departemen Pertanian ini dilaksanakan oleh unit kerja 
bidang Perencanaan dan Pengawasan di bawah naungan Menteri 
Pertanian 
Keppres Nomor 170 tahun 1967 dan Kepmentan Nomor 
Kep/37/5/1967 tanggal 31 Mei 1967 merupakan tindak lanjut atas 
Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1966. Keppres Nomor 
170 tahun 1967 dan Kepmentan Nomor Kep/37/5/1967 berisikan 
tentang Penetapan Susunan Organisasi, Bidang Tugas dan Tata Kerja di 
dalam Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Maka dari itu, pada 
tanggal 31 Mei 1967 diperingati sebagai hari berdirinya Inspektorat 
Jenderal Departemen Pertanian. 
Pada awalnya, struktur organisasi di dalam Inspektorat Jenderal 
Departemen Pertanian terdiri dari 4 orang Inspektur. Empat orang 
inspektur tersebut adalah Inspektur Penelitian Efisiensi Pelaksanaan, 
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Inspektur Penelitian Administrasi, Inspektur Penelitian Efisiensi 
Materiil serta Inspektur Penelitian Moril dan Mental. Pada daerah 
sendiri pun dibentuk dibentuk Kantor Perwakilan di daerah Jawa Timur 
dan Jawa Barat. Lalu, pada tanggal 25 November 1969, terjadi 
perubahan pada struktur organisasi pada Inspektorat Jenderal 
Departemen Pertanian dimana seorang Inspektur Jenderal dibantu oleh 
2 orang asisten Inspektur Jenderal I dan II. Kemudian untuk unsur 
pelaksana di pusat terdiri dari Inspektorat Organisasi dan Personalia, 
Inspektorat Keuangan, Inspektorat Materiil, Inspektorat Pembangunan 
Pertanian, dan Inspektorat Khusus. Sampai akhirnya pada tanggal 24 
Juni 2008, dikeluarkannya UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementrian 
Negara, yang berisi tentang perubahan istilah Departemen dirubah 
menjadi Kementrian. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2015, Justan 
Riduan Siahaan, M.Ak, Caa, Ac dilantik sebagai Inspektur Jenderal 
Kementerian Pertanian  dan masih menjabat sebagai Inspektur Jenderal 
sampai sekarang. 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian memiliki visi untuk 
menjadi pengawas intern mitra proaktif pengelola program pertanian 
dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.  
Kemudian, misi yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian adalah : 
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program 
pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan. 
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2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup 
Kementerian Pertanian secara efektif. 
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal. 
 
B. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 
Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal di 
lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan dibantu oleh 
Sekretariat. Struktur Organisasi di dalam Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian ini terdiri dari Inspektorat I, II, III, IV dan 
Inspektorat Investigasi. 
Pada bagian Sekretariat Inspektorat Jenderal, mereka bertugas 
untuk memberi pelayanan teknis dan administratif di dalam lingkungan 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian.  
Kemudian, pada bagian Inspektorat I bertugas merumuskan 
kebijakan teknis pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 
lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, 
Direktorat Jenderal Hortikultura, serta Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian  
Selanjutnya, terdapat Inspektorat II yang menaungi unit 
organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian. Di dalam unit tersebut, Inspektorat II 
mempunyai tugas dalam hal perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 
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internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 
Kemudian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Ketahanan 
Pangan yang termasuk unit organisasi di bawah naungan Inspektorat III 
terdapat kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Kegiatan 
tersebut merupakan bentuk pengawasan untuk merumuskan kebijakan 
teknis pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan di dalam 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian. 
Lalu, terdapat Inspektorat IV yang bertugas untuk merumuskan 
kebijakan teknis pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan di 
dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Inspektorat IV melakukan berbagai macam 
kegiatan pengawasan seperti melakukan audit, reviu, evaluasi, dan 
pemantauan untuk dapat merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan 
internal secara efektif.  
Sedangkan, pada Inspektorat Investigasi terdapat kegiatan dalam 
hal pelaksanaan persiapan untuk merumuskan kebijakan teknis dan 
pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk 
mencegah korupsi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian. 
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Berikut terdapat bagan mengenai struktur organisasi di dalam 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Itjen Kementrian Pertanian 
Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 2018 
 
Dalam pelaksanaan PKL, praktikan ditugaskan di bagian 
Sekretariat Inspektorat Jenderal, tepatnya pada bagian Keuangan dan 
Perlengkapan yang merupakan kelompok jabatan fungsional 
sebagaimana terlihat dari bagan berikut: 
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Gambar II.2 Struktur Organisasi Sekretariat Itjen Kementrian Pertanian 
Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 2018 
  
Dimana pada bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh 
Ibu Retno Dewi Susilowati, S.H., M.M. Kemudian, pada bagian 
Keuangan dan Perlengkapan membawahi subbagian Keuangan dan Tata 
Usaha yang dipimpin oleh Ibu Emmy Suryantini M, S.Sos. Selanjutnya, 
bagian Keuangan dan Perlengkapan juga membawahi subbagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga yang dipimpin oleh Bapak Slamet, 
S.Sos., M.Si. 
 
 
13 
 
 
C. Kegiatan Umum Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 
Aktivitas utama Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 
sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu sebagai berikut: 
1. Sebagai pihak internal dalam menyusun kebijakan teknis 
pengawasan di dalam lingkungan Kementerian Pertanian. 
2. Melakukan kegiatan audit internal, reviu, evaluasi, dan pemantauan 
sebagai bentuk pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
di lingkungan Kementrian Pertanian. 
3. Menjadi pengawas internal untuk tujuan tertentu berdasarkan 
penugasan dari menteri. 
4. Menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian 
Pertanian. 
5. Melaksanakan administrasi di dalam lingkungan Inspektorat 
Jenderal Kementrian Pertanian.  
Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal di 
lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan dibantu oleh 
Sekretariat. Struktur Organisasi di dalam Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian ini terdiri dari Inspektorat I, II, III, IV dan 
Inspektorat Investigasi. 
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Berhubung praktikan ditempatkan di bagian Keuangan dan 
Perlengkapan, maka praktikan akan membahas kegiatan umum yang 
berada di Subbagian Keuangan & Tata Usaha dan Subbagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga.  
Pada Subbagian Keuangan dan tata usaha, kegiatan yang 
dilakukan berfokus pada pelaporan keuangan yang berada di dalam 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian. Kegiatan umum di 
Subbagian Keuangan dan Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya 
meliputi: 
1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
yang nantinya akan menghasilkan konsep rencana kerja dan 
anggaran.  
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran dan mempersiapkan bahan 
usulan penetapan target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNPB). Kegiatan tersebut akan menghasilkan rancangan konsep 
usulan pengangkatan atau pemberhentian pengelola anggaran dan 
rancangan konsep target dan pagu PNPB dan laporan PNPB 
3. Mempersiapkan bahan koordinasi dan rekonsiliasi dengan 
bendahara pengeluaran dan penerimaan, mengimplementasikan 
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan 
mempersiapkan bahan penyusunan laporan keuangan. Setelah 
kegiatan ini selesai dilakukan, maka akan menghasilkan Berita 
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Acara Rekonsiliasi dan rancangan konsep laporan keuangan satuan 
kerja Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian. 
Kemudian pada Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, 
kegiatan yang dilakukan berfokus untuk melaksanakan pembinaan 
administrasi dan melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 
di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan umum pada 
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga meliputi : 
1. Mempersiapkan bahan rencana pengadaan barang atau jasa yang 
kegiatannya terdiri dari pengumpulan, identifikasi dan klasifikasi 
terhadap bahan penyusunan rencana pengadaan barang/jasa serta 
memverifikasi Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak pengadaan 
barang/jasa. Hasil yang diperoleh dalam melakukan kegiatan 
tersebut adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa dan rancangan 
konsep SPK. 
2. Mempersiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi Barang 
Milik Negara (BMN) yang kegiatannya terdiri dari mengumpulkan 
dan mengidentifikasi bahan pelaksanaan penatausahaan BMN. 
Kemudian melakukan pencatatan, klasifikasi dan kodefikasi BMN 
dan barang persediaan. Setelah melakukan kegiatan tersebut, maka 
akan menghasilkan Daftar barang dan kodefikasi BMN, Daftar 
Inventaris  Barang (DIR), Daftar Barang Ruangan (DBR) dan daftar 
stok barang persediaan. 
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3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penghapusan BMN yang 
kegiatannya terdiri dari mempersiapkan dokumen terhadap kondisi 
fisik BMN, mengkoordinasi pelaksanaan penghapusan BMN, 
mempersiapkan konsep usulan persetujuan penghapusan BMN dan 
mempersiapkan bahan pelaksanaan pelelangan BMN. Kegiatan 
tersebut akan menghasilkan rancangan konsep usulan panitia 
penghapusan BMN, Berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian 
BMN dan bahan risalah hasil pelelangan BMN. 
4. Mempersiapkan bahan penetapan status penggunaan BMN dengan 
cara mempersiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penetapan status 
penggunaan BMN. Kegiatan ini menghasilkan rancangan konsep 
surat usulan penetapan status penggunaan BMN dan rancangan 
konsep laporan penetapan status penggunaan BMN 
5. Mempersiapkan bahan pengawasan dan pengendalian BMN yang 
kegiatannya terdiri dari memeriksa kondisi fisik dan kelengkapan 
dokumen BMN. Kemudian melakukan penatausahaan dokumen 
persetujuan pengawasan dan pengendalian BMN. Setelah kegiatan 
tersebut selesai, maka akan menghasilkan rancangan konsep laporan 
pengawasan dan pengendalian BMN. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
 
A. Bidang Kerja 
 Praktikan berkesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di Kantor Pusat Kementrian Pertanian, Gedung B, Lantai 2, Jl. 
Harsono Rm No 3, Ps Minggu, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, 
Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan selama kurang lebih 40 hari kerja. 
Praktikan dipercaya oleh Kepala Sub Bagian Organisasi dan 
Kepegawaian untuk ditempatkan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
yang dipimpin oleh Ibu Retno Dewi Susilowati, SH.,MM. 
Lingkup tugas yang ada pada bagian Keuangan dan 
Perlengkapan ini mencakup penyusunan Laporan Keuangan dan Lapoan 
SIMAK BMN, melakukan pengembangan pada sistem akuntansi, 
memverifikasi dan menganalisa data, melakukan pembinaan, 
pemantauan dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan sistem 
akuntansi dan pengelolaan Barang Milik Negara. 
Dalam pelaksanaannya, praktikan dipercaya untuk membantu 
tugas pegawai di Inspektorat Jenderal Pertanian dalam menyusun 
Laporan Keuangan dan Laporan SIMAK BMN, melakukan koordinasi 
dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan 
kekayaan/perlengkapan yang ada di dalam Inspektorat Jenderal 
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Kementrian Pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Adapun tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian, antara lain: 
1. Menginput Daftar Persediaan pada Kartu Persediaan melalui 
Microsoft Excel 
2. Melakukan Pengecekan Atas Nama Pemakai (User) pada Data 
Inventaris Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian melalui 
Microsoft Excel.  
3. Melakukan Pengecekan CALK Laporan Keuangan Semester 1 
terhadap Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. 
4. Menginput Transaksi Pembelian ke Dalam Aplikasi Sistem  
Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara 
(SIMAK BMN). 
5. Melakukan Pengecekan Terhadap Pemeliharaan Kendaraan 
Bermotor roda 2 dan 4. 
6. Rekonsiliasi Laporan Keuangan. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan hari 
pertama pada tanggal Senin, 15 Juli 2019. Praktikan diarahkan untuk 
menuju lantai 2 untuk menemui Kepala Subbagian Organisasi dan 
Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian terlebih 
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dahulu. Selanjutnya, praktikan diarahkan untuk menuju ruangan Bagian 
Keuangan dan Perlengkapan. Setelah tiba di dalam ruangan Bagian 
Keuangan dan Perlengkapan, praktikan diberikan arahan awal terkait 
tata tertib yang berlaku di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian. Kemudian, praktikan juga diberikan arahan mengenai 
pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh praktikan selama 2 bulan 
dalam pelaksanaan PKL di Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Sejak 
memulai PKL hingga berakhirnya masa PKL pada tanggal 6 September 
2019, praktikan selalu mendapat bimbingan yang baik oleh para 
pegawai yang berada di unit ini. 
Berikut penjelasan secara lebih rinci terkait dengan tugas yang 
diberikan kepada praktikan selama melaksanakan PKL: 
1. Menginput Daftar Persediaan pada Kartu Persediaan Melalui 
Microsoft Excel 
Praktikan diberikan tugas untuk menginput daftar persediaan 
Alat Tulis Kantor (ATK) yang ada di dalam kartu persediaan 
manual ke dalam kartu persediaan yang ada di Microsoft Excel. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.01/2006 
tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan 
Departemen Keuangan, Pasal 1 menyatakan persediaan adalah 
barang atau perlengkapan sebagai aset lancar yang diperoleh, 
disimpan, dan didistribusikan dalam rangka mendukung kegiatan 
operasional pemerintah, dan nantinya barang tersebut akan dijual 
dan diserahkan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Di 
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dalam Pasal 1 juga terdapat penjelasan mengenai kartu persedian, 
dimana kartu persedian merupakan kartu yang digunakan pengguna 
dalam melakukan pencatatan persediaan berdasarkan jenis barang 
di dalam tempat penyimpanan 
Penggunaan Microsoft Excel ini dimaksudkan untuk 
meminimalisir terjadinya salah hitung/pencatatan pada barang 
(ATK) yang sudah ditotal. Penggunaan Microsoft Excel ini juga 
memudahkan pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
untuk melakukan rekapitulasi Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 
periode berjalan. 
Adapun langkah dalam menginput daftar persediaan pada Kartu 
Persediaan adalah: 
1) Awalnya praktikan diminta untuk menginput jumlah barang 
masuk/keluar ke dalam Kartu Persediaan di Microsoft Excel 
yang bersumber dari file odner. Di dalam file odner tersebut 
berisi kartu persediaan manual dan file Microsoft Excel yang di 
dalam file tersebut sudah tersedia kartu persediaan. 
2) Kemudian, praktikan membuka file Microsoft Excel yang sudah 
diberikan oleh pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga untuk menginput daftar persediaan ke dalam Microsoft 
Excel. 
3) Dalam menginput persediaan ke dalam kartu persediaan pada 
Microsoft Excel, pertama-tama praktikan memilih jenis barang 
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yang akan diinput beserta satuan nya sesuai dengan data yang 
ada di dalam file odner. 
4) Setelah itu, praktikan menginput jumlah sisa pada persediaan 
tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam file odner. 
5) Lalu, praktikan mulai menginput unit kerja dan jumlah 
persediaan yang masuk/keluar ke dalam Microsoft Excel yang 
bersumber dari data yang ada di dalam file odner tersebut. 
6) Setelah praktikan menginput unit kerja dan jumlah persediaan, 
maka pada kolom sisa akan otomatis bertambah/berkurang 
nominal angka nya sesuai dengan jumlah persediaan yang 
praktikan input sebelumnya. 
7) Setelah selesai menginput semua barang persediaan ATK, 
praktikan menyimpan data tersebut ke dalam flash disk yang 
kemudian praktikan berikan kepada pegawai Subbagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 9) 
 
2. Melakukan Pengecekan Atas Nama Pemakai (User) pada Data 
Inventaris Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian Melalui 
Microsoft Excel 
Praktikan ditugaskan untuk mengecek nama pemakai (user) 
pada Data Inventaris. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan data 
Inventaris terhadap data Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi.  
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Langkah yang dilakukan dalam melakukan pencatatan tersebut 
adalah: 
1) Awalnya praktikan diminta untuk melakukan pengecekan atas 
nama pemakai (user) pada data Inventaris Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian melalui Microsoft Excel. Praktikan diberi 
dua soft copy file yang berjudul Peralatan dan Mesin 
Intrakomptabel 2019 yang di dalamnya berisi data Rekapitulasi 
Laporan Hasil Inventarisasi dan soft copy file yang berjudul Data 
Inventaris Nov 2018 yang di dalamnya berisi data inventaris 
pada bagian fungsional Inspektorat Jenderal Kementian 
Pertanian. Pengecekan ini dilakukan untuk melihat sesuai atau 
tidaknya data yang ada di dalam file Data Inventaris Nov 2018 
dengan file Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi. 
2) Setelah diberikan pengarahan, praktikan mulai mengecek data 
tersebut. Apabila praktikan menemukan perbedaan data yang 
ada di dalam  dalam file Data Inventaris Nov 2018 terhadap data 
file Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi, maka praktikan 
akan memperbarui data tersebut. Praktikan memperbarui nama 
pemakai (user) pada kolom Update User sesuai dengan nama 
pemakai yang bersumber dari file Rekapitulasi Laporan Hasil 
Inventarisasi. 
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3) Setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh dan sudah 
tidak ada perbedaan lagi, praktikan menyimpan file Data 
Inventaris Nov 2018 dengan memilih menu save 
4) Kemudian, praktikan memindahkan file tersebut ke dalam flash 
disk dan praktikan memberikan flash disk tersebut kepada 
pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
 (Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 10) 
 
3. Melakukan Pengecekan CALK Laporan Keuangan Semester 1 
terhadap Laporan Operasional dan Laporan Perubahan 
Ekuitas  
Laporan keuangan merupakan bukti atas pertanggungjawaban 
satuan kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Dalam menyusun laporan keuangan, Inspektorat 
Jenderal Kementrian Pertanian memiliki sistematika penyusunan 
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat Pedoman Akuntansi dan 
Penyusunan Laporan Keuangan. Di dalam Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian, terdapat komponen laporan keuangan yang 
terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi terhadap 
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu periode dengan 
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tujuan untuk mempermudah para penggunanya dalam 
mengevaluasi keputusan. 
b. Laporan Operasional (LO) 
LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya 
ekonomi yang di dalamnya terdapat komponen pendapatan, beban, 
dan surplus/defisit operasional untuk menambah ekuitas. Dalam hal 
penggunaannya, pemerintah pusat/daerah mengelola LO dalam 
penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan pemerintah selama satu 
periode.  
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
LRE menyajikan informasi yang terdiri dari ekuitas awal, 
surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan koreksi terhadap 
kenaikan atau penurunan ekuitas yang berasal dari koreksi 
kesalahan mendasar periode sebelumnya. 
d. Neraca 
Neraca merupakan komponen keempat di dalam laporan 
keuangan Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian yang 
menggambarkan posisi keuangan terhadap aset negara, kewajiban 
dan ekuitas yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian. 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
CALK memuat rincian dari angka yang disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas dan Neraca dengan tujuan agar pengguna dapat memahami 
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secara terperinci terhadap laporan keuangan. Selain menyajikan 
rincian angka, CALK memuat informasi tentang kebijakan 
akuntansi yang digunakan oleh entitas untuk diungkapkan dalam 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Praktikan diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan CALK 
pada dua komponen laporan keuangan yaitu Laporan Operasional 
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Adapun langkah-langkah yang 
praktikan lakukan adalah:  
1. Awalnya praktikan diminta untuk melakukan pengecekan 
terhadap CALK apakah sudah sesuai dengan Laporan 
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Praktikan 
diberikan hard copy berupa CALK, Laporan Operasional dan 
Laporan Perubahan Ekuitas. 
2. Ketika praktikan mulai melaksanakan tugas, praktikan 
melakukan pengecekan tersebut dengan cara membandingkan 
apakah informasi yang tertera di CALK sudah sesuai dengan 
informasi yang ada di dalam dua komponen laporan keuangan 
tersebut.  
3. Apabila ada perbedaan, praktikan akan menandai perbedaan 
tersebut dan menuliskan nominal yang benarnya sesuai dengan 
nominal yang tertera di dalam Laporan Operasional dan 
Laporan Perubahan Ekuitas. 
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4. Setelah selesai melakukan pengecekan, praktikan memberikan 
kembali hard copy CALK, Laporan Operasional dan Laporan 
Perubahan Ekuitas yang sudah dicek kepada pegawai 
Subbagian Keuangan dan Tata Usaha. Praktikan juga 
memberitahukan kepada pegawai subbagian Keuangan dan Tata 
Usaha bahwa ada kesalahan pencatatan pada CALK agar 
pegawai bagian keuangan dapat memperbaiki kesalahan 
pencatatan tersebut. 
 (Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 11) 
 
4. Menginput Transaksi Pembelian ke Dalam Aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN) 
Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara berisikan tentang pengertian dari Barang Milik Negara yang 
merupakan seluruh barang yang diperoleh atas beban APBN dan 
perolehan lainnya yang sah. Seluruh transaksi yang berkaitan 
langsung dengan Barang Milik Negara harus dicatat oleh Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 
Dewasa ini, teknologi sudah berkembang pesat sehingga 
pemerintah memiliki aplikasi untuk mencatat seluruh transaksi 
Barang Milik Negara yang bernama SIMAK BMN. Aplikasi ini 
dibuat agar UAKPB dapat meningkatkan pemahaman dan kontrol 
yang sistematis sebagai bentuk tanggung jawab karena merupakan 
bagian dari satuan kerja pada perlengkapan rumah tangga. Maka 
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dari itu, UAKPB bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan 
Barang Milik Negara. 
Selain itu, aplikasi SIMAK BMN dibuat untuk menyatukan 
konsep manajemen barang dan pelaporan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN yang nantinya akan 
terwujud dalam neraca. Maka dari itu, aplikasi ini dapat memenuhi 
kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban atas Barang Milik 
Negara.   
Praktikan ditugaskan untuk menginput transaksi pembelian 
Barang Milik Negara berupa aset tetap yang ada di lingkup 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian. Di dalam pembelian 
BMN berupa aset tetap ini memiliki beberapa kriteria sebagai 
berikut: 
a) Memenuhi kriteria dalam hal kapitalisasi yang merupakan 
batasan minimum nilai BMN untuk dapat di dalam neraca pada 
bagian aset tetap, kecuali untuk perolehan BMN yang 
merupakan aset tetap lainnya yang berupa hewan, ikan dan 
tanaman. 
b) Menggunakan akun pada Bagan Akun Standar (BAS) yang 
merupakan belanja modal (53XXXX). Apabila akun BAS dan 
fisik BMN terdapat ketidaksesuaian dari apa yang dibeli maka 
harus melakukan perbaikan pada Daftar Isian Penggunaan 
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Anggaran (DIPA)/Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan 
Lembaga (RKAKL) sesuai dengan ketentuan yang  berlaku.  
Transaksi pembelian aset tetap ini menggunakan Surat Perintah 
Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sekali 
bayar. Apabila terdapat SPM/SP2D lebih dari satu, maka harus 
segera dibayarkan pada bulan yang sama dengan waktu perolehan 
barang. 
Adapun langkah dalam menginput transaksi pembelian ke dalam 
aplikasi SIMAK BMN adalah: 
1) Awalnya, praktikan diminta untuk menginput transaksi 
pembelian ke dalam aplikasi SIMAK BMN. Praktikan diberi 
dokumen sumber berupa Surat Perintah Membayar (SPM), 
Laporan Daftar SP2D Satker dan Kuitansi. Praktikan juga diberi 
instruksi untuk mengisi menu Jumlah Item adalah 45, kemudian 
Jenis Belanja dengan kode 53211, dan pada menu Kondisi Aset 
adalah dalam kondisi baik dan terakhir pada menu Tercatat 
Dalam diisi dengan Daftar Barang Ruangan (DBR). 
2) Untuk mulai menginput, praktikan membuka aplikasi SIMAK 
BMN yang merupakan sistem untuk melakukan penginputan 
atas transaksi pembelian tersebut. 
3) Praktikan meminta pegawai Subagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian untuk masuk 
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ke dalam sistem, karena diperlukan username, password dan 
tahun masuk. 
4) Setelah berhasil log in, praktikan memilih menu Transaksi BMN, 
kemudian memilih menu Perolehan BMN, lalu memilih menu 
Pembelian. 
5) Setelah memilih menu Pembelian, praktikan memilih menu 
tambah untuk menambah transaksi pembelian. 
6) Kemudian pada bagian Kode Aset, praktikan memilih kode 
golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, 
kode sub-sub kelompok sesuai dengan data yang ada di dalam 
daftar Pembelian di dalam aplikasi SIMAK BMN. 
7) Pada bagian Nomor Urut Pendaftaran akan terisi otomatis oleh 
sistem. 
8) Kemudian pada bagian No Aset Terakhir akan terisi secara 
otomatis oleh sistem. 
9) Pada bagian Jumlah Item, praktikan menginput sebanyak 45 
sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pegawai Subbagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
10) Kemudian pada bagian tanggal perolehan, praktikan menginput 
tanggal BMN yang diperoleh berdasarkan dokumen sumber 
pada SP2D. 
11) Setelah praktikan menginput tanggal perolehan, maka pada 
bagian Tanggal Pembukuan akan terisi secara otomatis. 
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12) Kemudian, pada bagian dasar harga, praktikan memilih 
Perolehan karena sebagai dasar pencatatan harga Aset. 
13) Lalu pada bagian rincian kapitalisasi, praktikan menginput 
Kuantitas dan Nilai Aset Per Item berdasarkan data pada daftar 
Pembelian yang ada di dalam aplikasi SIMAK BMN. 
14) Lalu pada bagian No SP2D, praktikan menginput sesuai dengan 
nomor yang tertera dalam dokumen sumber SP2D. 
15) Setelah itu, praktikan mengisi tanggal SP2D sesuai dengan 
tanggal yang tertera dalam dokumen sumber SP2D. 
16) Kemudian pada menu jenis belanja, praktikan menginput sesuai 
dengan kode Jenis Belanja yang diberitahukan oleh pegawai 
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
17) Kemudian mengisi nilai SPM yang diisi dengan nilai belanja 
yang tertera dalam dokumen sumber SPM. 
18) Pada bagian kondisi Aset, praktikan memilih Baik karena 
sesuai dengan kondisi BMN sebenarnya yang sebelumnya sudah 
diberitahu oleh pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga. 
19) Pada bagian tercatat dalam, praktikan memilih Daftar Barang 
Ruangan (DBR)  karena BMN tersebut berada di dalam ruangan 
seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh pegawai 
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
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20) Kemudian pada rincian lain aset pada menu asal perolehan, 
praktikan mengisi nama sumber perolehan BMN sesuai dengan 
dokumen sumber kuitansi. 
21) Lalu pada bagian No Bukti Perolehan, praktikan mengisi nomor 
bukti perolehan sesuai dengan dokumen sumber yang ada di 
dalam Surat Perintah Membayar (SPM). 
22) Selanjutnya pada Merek Aset, diisi sesuai dengan merek Barang 
Milik Negara berdasarkan data pada daftar Pembelian yang ada 
di dalam aplikasi SIMAK BMN. 
23) Terakhir pada bagian tanggal rekam, akan ditampilkan otomatis 
oleh sistem pada saat praktikan merekam transaksi pembelian 
tersebut. 
24) Setelah selesai, praktikan memilih menu save untuk menyimpan 
transaksi pembelian tersebut. 
25) Lalu, praktikan memilih menu cetak untuk mencetak transaksi 
pembelian tersebut. 
26) Setelah tercetak, praktikan memberikan hard copy Register 
Transaksi Harian dari pembelian tersebut kepada pegawai 
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 12) 
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5. Melakukan Pengecekan Terhadap Pemeliharaan Kendaraan 
Bermotor roda 2 dan 4 Periode 2018 
Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
menjaga semua barang selalu dalam kedaan baik dan siap 
digunakan. Pemeliharaan yang dilakukan tehadap Barang Milik 
Negara ini tidak mengubah, menambah atau mengurangi bentuk 
awal sehingga pendayagunaan barang yang memenuhi syarat dari 
segi unit pemakaian dan keindahan dapat tercapai. 
Praktikan ditugaskan untuk melakukan pengecekan terhadap 
pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Adapun langkah 
yang dilakukan dalam melakukan pengecekan tersebut adalah: 
1) Awalnya praktikan diberikan dokumen sumber oleh Kepala 
Bagian Keuanangan dan Perlengkapan yang berisi data 
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4. 
Dokumen sumber lain yang juga diberikan kepada praktikan 
adalah data Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 
4 yang dikerjakan oleh pegawai Subbagian Perlengkapan dan 
Rumah Tangga. 
2) Kemudian, praktikan diminta Kepala Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen 
yang memuat tentang pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 
dan 4 yang telah dikerjakan pegawai Subbagian Perlengkapan 
dan Rumah Tangga terhadap data Pemeliharaan Kendaraan 
Bermotor Roda 2 dan Roda 4 yang telah diberikan oleh Kepala 
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Bagian Keuangan dan Perlengkapan untuk dicek apakah data 
tersebut sudah sesuai atau belum. 
3) Praktikan mulai mengecek daftar pemeliharaan tersebut 
terhitung dari tanggal buku Januari 2018 sampai dengan 
Desember 2018. Jika praktikan menemukan perbedaan dalam 
pencatatan, maka praktikan akan menandai perbedaan 
pencatatan tersebut. 
4) Setelah selesai melakukan pengecekan, praktikan memberikan 
data pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 serta 
data pemeliharaan yang telah dikerjakan oleh pegawai 
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga kepada Kepala 
Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Apabila terdapat perbedaan 
dalam pencatatan, praktikan akan memberitahu Kepala Bagian 
Keuangan bahwa ada perbedaan pencataan yang kemudian akan 
dilakukan pembenaran terhadap data yang dikerjakan oleh 
pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 13) 
 
6. Mencetak Berita Acara Rekonsiliasi pada Situs e- Rekon & LK 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 
104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan 
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan 
Kementrian/Lembaga, rekonsiliasi adalah kegiatan dalam memproses 
pencocokan data transaksi keuangan dengan sistem/subsistem yang 
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berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Tujuannya adalah 
untuk menciptakan keandalan data dalam Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Rekonsiliasi dilakukan setiap bulan antara Satuan Kerja di dalam 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian dan Kantor Pelayanan 
Pembayaran Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan cara 
melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara untuk 
meminimalisir terjadinya kecurangan. Rekonsiliasi dilakukan agar 
terciptanya kecocokan antara laporan yang disajikan dengan laporan 
hasil kementrian. 
Praktikan diberikan tugas untuk mencetak Berita Acara 
Rekonsiliasi (BAR) dengan menggunakan situs e-Rekon & LK. 
Adapun langkah-langkah dalam merekonsiliasi data transaksi 
keuangan yaitu : 
1) Untuk mulai merekonsiliasi, praktikan membuka situs e-Rekon & 
LK pada aplikasi Google Chrome (http://e-rekon-
lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login). 
2) Praktikan meminta pegawai Subbagian Keuangan dan Tata Usaha 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian untuk masuk ke dalam 
sistem karena diperlukan username dan password. 
3) Setelah berhasil log in, praktikan memilih menu Monitoring 
Keuangan, kemudian praktikan memilih menu Transaksi dalam 
Konfirmasi yang melihat selisih antara pencatatan yang dilakukan 
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oleh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat 
(SiAP). SAI adalah data keuangan yang berasal dari Satuan Kerja 
di Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian dan SiAP adalah data 
keuangan yang berasal dari Kementrian Keuangan. 
4) Setelah itu, praktikan memastikan apakah kolom pada Status COA 
berstatus sama atau tidak. 
5) Apabila ada perbedaan, maka pegawai Subbagian Keuangan dan 
Tata Usaha akan melakukan penyesuaian data keuangan pada 
aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan melakukan 
upload kembali ke dalam situs e-Rekon & LK 
6) Jika sudah berstatus sama, praktikan memilih menu Proses Rekon, 
lalu praktikan memilih menu Rekon Bulanan. 
7) Pada menu Rekon Bulanan, praktikan melihat status SAI yang 
menunjukkan bahwa Berita Acara Rekonsiliasi siap untuk diunduh.  
8) Kemudian praktikan memilih tanda unduh yang terdapat di dalam 
menu Action.  
9) Setelah Berita Acara Rekonsiliasi terunduh, praktikan melakukan 
print pada Berita Acara Rekonsiliasi tersebut dan praktikan 
memberikan Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah di print itu 
kepada pegawai Subbagian Keuangan dan Tata Usaha Inspektorat 
Jenderal Kementrian Pertanian. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 14) 
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C. Kendala yang Dihadapi 
Selama masa PKL berlangsung, praktikan seringkali dihadapkan 
pada berbagai kendala yang berasal dari keterbatasan diri, sistem, 
dan ketidaktelitian pegawai lain. Beberapa kendala tersebut adalah: 
1. Adanya singkatan yang belum terbiasa di dengar praktikan 
sehingga membuat praktikan tidak nyaman dalam melakukan 
komunikasi kepada pegawai di Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian. 
2. Praktikan juga mengalami kesulitan untuk dapat memahami 
sistem aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon & LK sehingga 
menghambat waktu penyelesaian pekerjaan. 
3. Sering terjadi masalah pada koneksi internet saat praktikan 
menginput data ke dalam SIMAK BMN dan saat melakukan 
login e-Rekon dan melakukan rekonsiliasi sehingga 
memperlambat waktu bekerja. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Setiap kendala yang dihadapi pasti mempunyai solusi untuk 
mengatasi kendala, berikut solusi yang dilakukan Praktikan untuk 
meminimalisir masalah yang dihadapi: 
1. Praktikan melakukan pembelajaran secara mandiri terkait 
dengan singkatan yang digunakan dalam lingkungan Inspektorat 
Jenderal Kementrian Pertanian agar praktikan dapat menambah 
kinerja diri. Selain melakukan pembelajaran secara mandiri, 
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praktikan juga bertanya kepada pegawai apabila praktikan masih 
belum mengerti singkatan yang digunakan. 
2. Praktikan bertanya terlebih dahulu kepada salah satu pegawai 
yang merupakan pembimbing praktikan selama melaksanakan 
PKL tentang bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan 
aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon & LK. 
3. Praktikan memberitahukan kepada pegawai bahwa jaringan 
internet sedang tidak baik agar disampaikan kepada teknisi yang 
ada di dalam Inspeaktorat Jenderal Kementrian Pertanian. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat 
kelulusan bagi mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Univeritas Negeri Jakarta. Dengan adanya Praktik Kerja 
Lapangan ini akan membantu mahasiswa untuk mengimplementasikan 
ilmu yang telah didapat di perkuliahan dan melaksanakannya dalam 
dunia kerja karena mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini merupakan 
sarana penunjang yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. Dalam melaksanakan PKL, praktikan memperoleh 
banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan serta praktikan dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya di 
bagian Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian.  
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dituntut 
untuk mempunyai manajemen waktu yang baik, mandiri, memahami 
dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan  
Terdapat beberapa manfaat untuk Praktikan setelah melakukan 
PKL pada Bagian Keuangan dan Perlengakapan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian yaitu: 
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1. Praktikan mengetahui tentang sistem akuntansi dan pelaporan 
keuangan di lingkungan pemerintahan khususnya di Inspektorat 
Jenderal Kementrian Pertanian 
2. Praktikan mengetahui cara menggunakan aplikasi SIMAK BMN  
3. Praktikan dapat mencatat daftar persediaan ke dalam kartu 
persediaan 
4. Praktikan dapat mengerjakan rekonsiliasi data menggunakan e-
Rekon & LK 
5. Praktikan mengetahui fungsi dilakukannya pemeliharaan pada 
Barang Milik Negara 
 
B. Saran 
Selama kegiatan PKL di Inspektorat Jenderal Kementrian 
Pertanian, praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan 
dalam pelaksanaanya, maka saran yang diberikan untuk dapat 
meminimalisasi terhadap kekurangan di masa mendatang, yaitu: 
1.  Bagi Praktikan Lain 
a. Praktikan mencari tempat PKL sejak jauh hari dan sebaiknya 
sudah mengetahui latar belakang dari tempat tersebut. 
b. Berperan aktif dalam bertanya kepada dosen dan kakak kelas 
mengenai PKL agar memiliki gambaran tentang pelaksanaan 
PKL. 
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c. Mempersiapkan diri dalam pemahaman mengenai instansi 
yang dituju sebagai bekal awal sebelum melakukan kegiatan 
PKL. 
d. Praktikan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru 
dan membangun hubungan baik dengan para pegawai 
sehingga apabila mengalami kesulitan akan dibantu oleh 
pegawai. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Memberikan arahan tentang kegiatan PKL sebelum masa 
PKL dimulai agar mahasiswa dapat menentukan tanggal 
pasti untuk melaksanakan PKL. 
b. Menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi atau 
perusahaan dalam rangka menambah jaringan atau 
kerjasama yang luas sehingga dapat memudahkan 
mahasiswa mencari instansi atau perusahaan untuk 
melaksanakan PKL. 
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 Lampiran 1 : Surat Permohononan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2 : Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3 : Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 4 : Daftar Absensi PKL 
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Lampiran 5 : Rincian Kegiatan PKL 
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Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Selesai PKL 
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Lampiran 7 : Logo Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 
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Lampiran 8 : Struktur Organisasi Itjen Kementrian Pertanian 
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Lampiran 9: Menginput Daftar Persediaan pada Kartu Persediaan 
1. Output berupa Kartu Persediaan  
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2. Kartu Persediaan menggunakan Microsoft Excel 
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Lampiran 10: Pengecekan Atas Nama Pemakai pada Data Inventaris 
1. Peralatan dan Mesin Intrakomtabel 2019 
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2. Data Inventaris November 2018 
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Lampiran 11: Pengecekan CALK  
1. Pengecekan CALK terhadap Laporan Operasional 
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2. Pengecekan CALK terhadap Laporan Perubahan Ekuitas 
 
 
 
 
 
63 
 
 
 
Lampiran 12: Menginput Transaksi Pembelian pada SIMAK BMN 
1. Dokumen sumber berupa Surat Perintah Membayar (SPM) 
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2. Dokumen sumber berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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3. Dokumen sumber berupa Kuitansi 
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4. Dokumen sumber berupa Surat Setoran Pajak 
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5. Menginput transaksi pembelian ke dalam aplikasi  SIMAK BMN 
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Lampiran 13: Pengecekan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
1. Dokumen sumber yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan. 
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2. Dokumen sumber yang dikerjakan oleh pegawai Subbagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
75 
 
 
Lampiran 14: Rekonsiliasi Laporan Keuangan pada e-Rekon&LK 
1. Tampilan e-Rekon&LK 
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2. Berita Acara Rekonsiliasi 
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Lampiran 15: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
